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Abstrak:  

Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis posisi serta kekuatan hukum dari Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, yang mengatur 

mengenai larangan kebangkrutan atau Penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang 

dialami oleh pengembang (developer). Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian 

hukum normatif. SEMA tidak memiliki posisi dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan 

hanya merupakan edaran yang ditetapkan oleh pimpinan MA dalam bentuk petunjuk, teguran, atau 

peringatan, dan keberlakuannya hanya mengikat bagi lembaga peradilan di bawahnya. Namun, 

produk hukum ini seharusnya tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengambil 

keputusan atas suatu perkara. Larangan untuk mengajukan kebangkrutan dan PKPU bagi para 

pengembang atau developer apartemen dan rumah susun menghalangi hak kreditur atau konsumen 

untuk memperoleh keadilan. Sementara itu, kepailitan dan PKPU adalah sarana yang dapat 

membantu perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Meski konsumen 

masih memiliki alternatif hukum lainnya, yaitu menggugat secara perdata, untuk memperoleh 

keadilan, langkah ini terasa kurang efektif mengingat jumlah konsumen perumahan yang sangat 

banyak. Mekanisme ini dapat merestrukturisasi utang perusahaan secara sah dan memberikan 

kepastian hukum bagi para kreditur. 
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Abstract: 

This study explores and analyses the position and legal force of the Supreme Court Circular 

Letter (SEMA) issued by the Supreme Court, which regulates the prohibition of bankruptcy or 

suspension of debt payment obligations (PKPU) experienced by developers. The approach applied 

in this study is normative legal research. SEMA does not have a position in the hierarchy of laws 

and regulations and is only a circular issued by the leadership of the Supreme Court in the form of 

instructions, admonitions, or warnings, and its validity is only binding for judicial institutions under 

it. However, this legal product should not reduce the freedom of judges in examining and making 

decisions on a case. The prohibition on filing for bankruptcy and PKPU for developers of 

apartments and flats hinders the right of creditors or consumers to obtain justice. Meanwhile, 

bankruptcy and PKPU are tools that can help companies that are facing financial difficulties. 

Although consumers still have another legal alternative, namely civil suits, to obtain justice, this 

step is less effective given the large number of housing consumers. This mechanism can legally 

restructure the company's debt and provide legal certainty for creditor. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Mahkamah Agung melaksana 

kan Rapat Pleno Kamar untuk mem 

bahas isu teknis dan non-teknis terkait 

peradilan yang diangkat oleh setiap 

kamar. Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung dihadiri oleh anggota Kamar 

Pidana, Perdata, Agama, Militer, Tata 

Usaha Negara, dan Kesekretariatan. 

Tujuan penelitian ini adalah rumusan 

hukum Kamar Perdata mengenai Ke 

pailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

Pasca keluarnya Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 

Tahun 2023, yang dikenal sebagai 

SEMA, melarang PKPU atau Pailit 

terhadap pengembang atau developer, 

perdebatan mengenai pembuktian se 

derhana, yang merupakan aspek kru 

sial dari pengajuan PKPU dan Pailit, 

semakin meningkat. Dalam SEMA No 

mor 03 Tahun 2023, huruf B butir 2 

Pasal 2 menyebutkan: 

“Permohonan pernyataan pailit 

maupun PKPU terhadap pengembang 

(developer) apartment dan/atau hunian 

susun tidak memenuhi kriteria sebagai 

pembuktian yang mudah sesuai deng 

an penjelasan pada Pasal 8 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 mengenai Kepailitan dan Penun 

daan Kewajiban Pembayaran Utang.” 

Pasal 1 angka 1 dari Undang-Un 

dang Nomor 20 Tahun 2011 mengenai 

Rumah Susun menjabarkan pengertian 

Rumah Susun. Berdasarkan regulasi 

ini, rumah susun merupakan suatu ba 

ngunan bertingkat yang didirikan da 

lam suatu lingkungan yang terorga 

 
1 Syamsudin, M., & Ramadani, F. A, 

2018, Legal Protection for Consumers in Term 

of,  Jurnal Yudisial, 11(1), p. 91-112. 
2 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Rep 

ublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

nisir, baik secara horizontal maupun 

vertikal, dan terdiri dari unit-unit yang 

masing-masing dapat dimiliki dan di 

gunakan secara terpisah.. Tempat ti 

nggal adalah salah satu aspek ter 

penting bagi masyarakat.1 Namun, pe 

rumahan adalah kumpulan hunian 

yang merupakan bagian dari pemu 

kiman, baik di perkotaan maupun pe 

desaan, yang dilengkapi dengan infras 

truktur, sarana, dan utilitas umum se 

bagai upaya untuk memastikan bahwa 

setiap orang memiliki tempat tinggal 

yang layak. 2 Kebutuhan dasar manu 

sia seperti perumahan dan pemukiman 

sangat memengaruhi karakter bangsa.3  

Seseorang perlu dapat memperli 

hatkan bahwa dirinya adalah pemilik 

yang sah dari unit apartemen atau hu 

nian susun tersebut. Oleh karena itu, se 

tiap calon pembeli diwajibkan untuk 

memeriksa dengan rinci bukti kepe 

milikannya. Pasal 47 dan 48 serta 

Pasal 1 angka 11 dan 12 dari Undang-

Undang Rumah Susun mengatur bukti 

kepemilikan untuk apartemen atau hu 

nian susun ini. Berdasarkan pasal-pa 

sal tersebut, Sertifikat Hak Milik 

(SHM) atau Sertifikat Kepemilikan Ba 

ngunan Gedung (SKBG) adalah bukti 

kepemilikan yang sah dan diakui oleh 

hukum. Sebagaimana dinyatakan da 

lam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, pem 

beli bisa memperoleh hak atas tanah 

berdasarkan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) hanya jika mereka 

telah menguasai objek jual beli serta 

telah membayar lunas harga tanah. 

Berdasarkan ketentuan SEMA, setelah 

PPJB ditandatangani dan pembeli unit 

3 Arie S Hutagalung, 2007, Condomi 

nium dan Permasalahannya, Jakarta: Badan 

Penerbit Fakultas Hukum UI 
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apartemen atau rumah susun telah 

membayar penuh untuk bangunannya, 

kepemilikan berpindah dari developer 

kepada pembeli. 

PPJB dapat digunakan sebagai 

bukti kepemilikan dalam sengketa ya 

ng melibatkan pemilik unit apartemen 

atau rumah susun. Namun, apabila pe 

ngembang apartemen atau rumah su 

sun mengalami kebangkrutan atau ti 

dak memiliki dana, hal ini dapat men 

jadi masalah. Pasal 21 Undang-Un 

dang Kepailitan, semua aset debitor 

akan masuk ke dalam budel pailit 

ketika perusahaan dinyatakan bang 

krut. Pemilik unit apartemen atau ru 

mah susun yang belum memiliki SHM 

atau SKBG menghadapi dua kendala 

utama. Pertama-tama, unit-unit aparte 

men atau rumah susun yang diperoleh 

dari pengembang akan dimasukkan ke 

dalam harta pailit. Situasi ini timbul 

karena kemungkinan besar kurator a 

kan memasukkan semua unit apar 

temen atau rumah susun yang belum 

memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) 

yang diberikan oleh pengembang ke 

dalam harta pailit. 

SEMA mengatur pemilik unit ap 

artemen atau rumah susun telah menan 

datangani PPJB, membayar lunas, dan 

memiliki otoritas atas unit apartemen 

atau rumah susun, Undang-Undang Ru 

mah Susun menetapkan bahwa pemi 

lik baru harus memiliki SHM dan/atau 

SKBG. Kemudian berkaitan dengan 

penerbitan SHM dan/atau SKBG. Un 

tuk mendapatkan bukti kepemilikan, 

pemilik perlu menandatangani AJB be 

rsama developer, yang juga berfungsi 

sebagai pengembang. Jika pengemba 

ng pailit, mereka tidak dapat bertindak 

atas nama mereka, termasuk menan 

 
4 E.M.Saputri,; Waspiah; & Arifin, R, 

2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Kon 

sumen Dalam Hal Pengembang (Developer) 

datangani AJB. Berdasarkan penje 

lasan di atas, individu yang dengan me 

nandatangani PPJB dan melakukan 

pembayaran untuk harga unit yang 

ditawarkan oleh pengembang, sese 

orang dapat diakui sebagai pemilik 

unit apartemen atau rumah susun se 

suai dengan SEMA.. Namun, bukti ya 

ng paling valid untuk kepemilikan unit 

apartemen adalah SHM atau SKBG. 

Pengembang properti, atau lebih 

dikenal sebagai pengembang real es 

tate, adalah istilah yang merujuk pada 

entitas hukum yang berfokus pada pe 

mbangunan perumahan. Menurut Pa 

sal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 5 Tahun 1974 mengenai 

Ketentuan Penyediaan dan Pemberian 

Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, 

perusahaan yang bergerak di sektor 

perumahan merupakan suatu badan ya 

ng terlibat dalam pembangunan hu 

nian dari nberbagai tipe dan dalam uju 

mlah kbesar di atas lahan lyang imeru 

pakan bagian dari kawasan permuki 

man, lengkap dengan sarana dan pra 

sarana lingkungan. 

Aktivitas seperti perencanaan, 

konstruksi, penguasaan dan pengelo 

laan, pemeliharaan, serta pengendalian 

dan sistem pembiayaan adalah contoh 

kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

pengembang dalam menjalankan usa 

ha hunian vertikal.4 Dalam era modern 

ini, pertumbuhan populasi yang terus 

meningkat tentu akan memengaruhi 

kebutuhan akan utempat tinggalp. Na 

mun, pertambahan jumlah penduduk 

tidak sebanding dengan ketersediaan 

lahan. Kebutuhan tempat tinggal akan 

terus meningkat seiring dengan bertam 

bahnya populasi, namun sayangnya, 

lahan yang tersedia semakin terbatas. 

Apartemen Dinyatakan Pailit, Jurnal Hukum 

Bisnis Bonum Commune, Vol 2 No. 2 
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Banyak pengembang yang beralih ke 

pembangunan rumah susun atau apar 

temen sebagai alternatif penyelesaian 

masalah tersebut.5  

Apartemen atau rumah susun me 

rupakan struktur bertingkat yang diba 

ngun dalam suatu komunitas dan ter 

diri dari komponen-komponen yang di 

atur secara fungsional baik secara hori 

zontal maupun vertikal. jRumah susun 

atau apartemeny adalah tgedung ber 

tingkatq yang dibangun dalamt suatu 

kawasan yang terdiri dari unit-unit 

yang disusun secara fungsional baik 

secara horizontal maupun vertikal 

Unit - unit ini dapat dimiliki dan 

digunakan secara mandirie, khususnya 

dalam konteks tempat xtinggal yang 

memiliki bagian-bagian yang sama, 

fasilitas bersama, dan lahan bersama.6 

Perusahaan pengembang apartemen di 

tuntut untuk merencanakan, memba 

ngun, memelihara, dan mengelola hu 

nian agar dapat menghasilkan keun 

tungan melalui penjualan atau penge 

lolaan apartemen tersebut.7  

Pengembang berhasil menyele 

saikan pembangunan apartemen de 

ngan cepat dan efisien. Namun, be 

berapa pengembang mengalami ham 

batan dalam pelaksanaan proyek, 

terutama yang disebabkan oleh ma 

salah finansial atau ketidakmampuan 

 
5 Urip Santoso, 2016, Hukum Peru 

mahan, Jakarta : Kencana Prenada Media Gro 

up 
6 Richard Eddy, 2010, Aspek Legal Pro 

perti-Teori, Contoh, dan Aplikasi, Yogyakarta 

: Andi Offset 
7 Risquanty, C. D, 2022, Akibat Hu 

kum Kepailitan Bagi Pengcmbang Terhadap 

Pembeli (Konsumen) Satuan Rumah Susun ( 

Apartemen ), Sournal Education and Develop 

ment, 10(3), p.34-38 
8 Saputri, E.M.; Waspiah; & Arifin, R, 

2019, Perlindungan Hukum Terhadap Kon 

sumen Dalam Hal Pengembang (Developer) 

untuk melunasi utang sebelum proyek 

selesai. Salah satu faktor pendorong 

utamanya adalah adanya hambatan 

dalam aliran kas (baik yang berasal 

dari perusahaan atau karena niat ja 

hat), atau mungkin perusahaan menga 

lami penurunan yang mengakibatkan 

pengembang tidak dapat memenuhi 

kewajiban yang telah jatuh tempo, se 

perti pinjaman kepada bank, gaji 

karyawan, dan layanan pembangun 

an.. 8´ Apabila pengembang tidak da 

pat memenuhi kewajibannya untuk me 

mitigasi risiko, potensi risiko yang 

dihadapi konsumen akan sangat ti 

nggi. Kontrak yang mengikat selan 

jutnya menentukan kewajiban dan hak 

masing-masing pihak dalam transaksi 

jual beli.9  

Salah satuc solusi untuk menga 

tasi permasalahan yang uada adalah 

denganv menunda pembayaran utang 

atau bahkan mengalami kebangkrutan. 

Ketika pengembang pailit, konsumen 

berada dalam posisi yang dirugikan, 

karena mereka berisiko tidakr menda 

patkant apartemeni yangu dijanjikan 

dan mungkin jugak kehilangan uang 

yang telah dibayarkan.10 Kebangkrut 

an terjadi ketika debitur, dalam hal ini 

adalah pengembang, tidak mampu 

membayar kepada kreditornya (konsu 

men unit apartemen).11  

Apartemen Dinyatakan Pailit, Jurnal Hukum 

Bisnis Bonum Commune, Vol 2 No. 2 
9 Giovana, N. P. T, 2019, Komitmen 

Tetap Perjanjian Jual Beli ( PPJB ) di Unit 

Pembelian  Rumah Susun Sebagai Perlindu 

ngan Hukum Bagi Konsumen, Substansive 

Justice Jurnal Hukum Internasional, 2(1), 21-

30 
10 Reinaldo, E, 2022, Aspek Hukum 

Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Kos Dan 

Kuasa Jual. Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 

18(1) 
11 M. Hadi Shubhan, 2015, Hukum Ke 

pailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di 

Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang  

Larangan Pailit Kepada Pengembang (Developer) 

Krista Yitawati, Sarjiwati              79                                                                                               



Berdasarkan keadaan di atas, pe 

nulisy merumuskan masalah mengena 

ib kedudukan dan nkekuatan hukum 

Surat Edaran xMahkamah Agungc 

(SEMA) yang dikeluarkan Mahkamah 

Agung yang mengatur tentang lara 

ngan PKPU atau Pailit kepada pengem 

bang (developer) dan bentuk perlindu 

ngan hukum bagi konsumen properti 

akibat dikeluarkannya SEMA tentang 

larangan PKPU atau Pailit kepada pe 

ngembang (developer). 

 

B. hMetode Penelitianw 

Studi ini memanfaatkan pende 

katan vpenelitian hukum normatifq, 

yang menunjukkan bahwa penelitian 

ini bersifat doktrinal atau hukum mur 

ni, dengan fokus utama pada doku 

men-dokumen hukum serta sumber-

sumber literatur. 12 fMetode penelitian 

hukum normatif diterapkan untuk 

mengidentifikasi hukum spesifik yang 

paling sesuai untuk menyelesaikanz 

masalah hukum tertentua. 13 Tujuanny 

a adalah untuk memperoleh data hu 

kum dan menganalisis otoritas hukum 

dari Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) yang mengatur pelarangan 

PKPU atau kepailitan terhadap para 

pengembang (developer). Selain itu, 

SEMA juga mengatur perlindungan 

bagi konsumen properti dari larangan 

PKPU atau kepailitan yang terkait 

dengan pengembang. 

Ada dua pendekatan diterapkan 

disini : pendekatan hukum (Statutory 

Approachi) dan pendekatanu konseptu 

al (Conceptual Approacha). Pendekat 

 
Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group 
12 Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, 

Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13 

an hukum melibatkan semua regulasi 

dan ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan masalah hukum yang diurai 

kanw.14 Peraturan perundang-unda 

nganr yang mengatur situasi yang seda 

ng berlangsung. Dalam penelitian ini, 

Undang-Undangt Nomora 37 Tahun 

2004 tentangd Kepailitan dan Penun 

daan eKewajiban Pembayaran Utangc 

serta Surat Edaran Mahkamahg Agung 

Nomor 03 Tahun 20234 yang melara 

ng PKPU atau kepailitan terhadap 

pengembang digunakan. Setelah pen 

dekatan perundang-undangan, pende 

katan konseptual diterapkan. Pende 

katan konseptuald bersumber dari su 

dut pandang dan teori yang ada da 

lamw bidang ilmun hukum.15  

Sumber daya penelitian diperlu 

kan untuk menyelesaikan problema 

tika konstruksi. Dokumen hukum pri 

mer dan sekunder adalah dua kategori 

sumber yang dimaksud. 

1. Bahans hukum primerr 

Bahan hukum primer meru 

pakan dokumen hukumb yang me 

miliki otoritash, atau kuasa, untuk 

melaksanakan suatu hal. Undang-

undang, dokumen resmi atau be 

rita acara yang berkaitan dengan 

proses legislasi, serta keputusan 

pengadilan adalah contoh doku 

men hukum utama. Sumber doku 

men hukumz primer yangq diman 

faatkan dalam penelitian fini ada 

lah sebagaix berikuto: 

a. UUD 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hu 

kum Perdata 

13 Rony Hanintyo Soemitro, Meto 

dologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1982, hlm. 10 
14 Peter Mahmud Marzuki, ,Penelitian 

Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2007, hal. 93. 
15 Ibid., hal. 95. 
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c. Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepai 

litan dan Penundaan Kewaji 

ban Pembayaran wUtang. 

d. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 Tentang Peru 

mahan Dan Kawasan Permu 

kimanx 

e. Peraturan Pemerintah Repu 

blik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2021 Tentang Penye 

lenggaraan Rumah Susunk. 

f. Peraturan PemerintahsRepu 

blik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2021 Tentang Peruba 

hanf Atas Peraturan Peme 

rintahv Nomor 14 Tahunn 

2016 Tentang Penyelengga 

raan Perumahanm Dan Ka 

wasan Permukimanp. 

g. Surat Edaranr Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 03 

Tahun 2023 tentangs Lara 

ngan Pailito atau PKPUm 

terhadap pengembangr / de 

veloperl. 

2. Bahanz hukum gsekunder 

Buku-bukudliteratur, kam 

us hukum, dan jurnali-jurnal hu 

kum merupakan qbahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam 

penelitian inix. Semua bahan hu 

kum, baik dari sumber primer 

maupun sekundert, dianalisis de 

ngan pendekatan deduktif, yaitu 

metode yang mengupas keten 

tuang hukumy secara keseluruhan 

dan kemudian menyimpulkan hal-

hal yang lebih khusus. 

 
16 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mah 

kamah Agung 
17 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahas 

an 

1. Kedudukan dan kekuatan hu 

kum Suratg Edaran Mahkama 

hu Agung (SEMA) yang dikelu 

arkana Mahkamah wAgung ya 

ng mengatur tentang larangan 

PKPU atau Pailit kepada penge 

mbang (developer) 

Berdasarkan Pasal 24AB UUD 

19457, Mahkamah NAgung meme 

gang kekuasaan untuk menyelesaikan 

perkara pada tingkat kasasi, menge 

valuasi regulasi dibawah Tundang-

undang terhadap undang-Mundang ya 

ng berlaku, serta memiliki wewenang 

lain yang diamanatkan oleh hukum. 

Selain itu, undang-undang memberi 

kan beberapa kekuasaan kepadaS MA, 

antaraS lainU: 

1. Menyampaikan pertimbangan hu 

kum kepadaT presidenG terkait 

permohonan grasiS dan rehabili 

tasiM;16  

2. Dapat memberikanG masukan hu 

kumT kepada lembagaN negara ti 

nggi lainnya, baik yang di mintaM 

maupun tidakS;17 

3. Mengeluarkan saran, teguran, a 

tau peringatan kepada lembaga 

peradilan di semua tingkatan;18  

4. Menyusun peraturan sebagai alat 

tambahan Suntuk menangani ke 

kuranganG atau celah hukum ya 

ng diperlukanG demi kelancaran 

prosesI peradilanG.19  

 

18 Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung 
19 Penjelasan Umum angka 2 huruf c 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung 
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Selanjutnya, Pasal 79 dari Unda 

ng-SUndang TNomor 145 Tahun 

81985 mengenai Mahkamah RAgung 

(selanjutnya disingkat TUU MAS) me 

mberikan RMahkamah JAgung hak un 

tuk mengatur lebihT lanjut hal-Shal 

penting bagi kelancaran proses penga 

dilan di mana peraturan tidak cukup 

mengatur aspek-aspek tersebut. Dalam 

kajian, kewenangan danM tugas demi 

kian dikenal sebagai fungsir penga 

turanz atau regelended functies MAr.20 

Oleh karena itu, produks hukum MA 

dapat berbentuk peraturan,tedaran, fat 

wal, dan keputusan ketuan. 

Pasal 8 ayat (1) UU MA mene 

tapkan bahwa peraturans Mahkamah 

Agung (sPERMA) adalah salah sa 

tuntipes peraturant perundange- unda 

ngan. yMenurut Maria Farida Indrati S 

., institusi yang memiliki kekuasaan 

membuat undang-undang (swetgevi 

ngsbevoegheidd), yaitu wewenang un 

tuk menciptakan hukumg katau trechts 

vormings, hanya dapat mengeluarkan 

peraturan perundang-undangan.21  

Jimly Asshiddiqie beranggapan 

peraturan MA sebagai aturan spesial 

karena prinsip flex specialise derogato 

legit generaliso.22 Sesuai dengang bu 

ku Teori & wPengujian Peraturanr Pe 

rundang-undangan boleh Nih’matuli 

Hudat dan R. Nazriyaha, peraturan 

yang diciptakan oleh institusi negara 

lain selain DPR dan Presiden (terma 

suk PERMA) terikat oleh undang-

undang, namun tidak dapat dipandang 

 
20 Henry P. Panggabean, 2001,  Fungsi 

Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari, 

Jakarta: Sinar Harapan, hal. 143 
21 Marian Faridak Indrati Soepraptos, 

1998, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-

Dasar Pembentukannya, Yogyakarta: Kani 

sius, hal. 54 
22 Jimly mAsshiddiqie, 2011, Konstitus 

ik dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sinar Gra 

fika, hal. 288 

sama dengan peraturan yang dite 

tapkan oleh pemerintah atau peraturan 

lain yang diatur oleh hukum. 

Sebaliknya, SEMA merupakan 

edaran pimpinan MA kepada xseluruh 

jajarana peradilan yang memberikang 

instruksi mengenai pelaksanaan pera 

dilant yangi bersifata administratif.23 

SEMA ini dikenal sebagait peraturan 

kebijakang. Peraturan kebijakank, ya 

ng juga disebut sebagai sbeleidsregel, 

pseudowetgevinge, dan policy krules, 

adalah peraturan yangr kewenangans 

dan isi materinya tidak bersumber dari 

peraturan perundangs-cundangan, dele 

gasi, atau mandat, tetapi berdasarkang 

freies ermessen yang diberikan kepada 

administrasi negaran untuk mencapai 

tujuan tertentu yang sah menuruts 

hukum. Surat wedaran, juknise, dan 

sebagainyag.24  

Peraturan kebijakan adalah 

bagian dari operasi pemerintahan, 

tidak dapat mengubah atau menyim 

pang darip lundang-rundang. Ini di se 

but psudon-swetgeving atau perun 

dang-bundangan semut.25 Bagaimanan 

status hukum dari peraturan kebijak 

ang sepertis SEMAn? Bagir Ma nang 

berpendapat bahwa peraturani ke bi 

jakan memiliki makna hukum mes 

kipun tidak secara langsung mengikat. 

Peraturany kebijakan ditujukan untuk 

administrasik negara sendirid, sehing 

ga badan atau pejabat administrasi ne 

gara yang pertama kali menjalankan 

nya. Oleh karena itu, publik secara 

23 Henry P. Panggabean, 2001, Fungsi 

Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari, 

Jakarta: Sinar Harapan, hal. 144 
24 Ridwan, 2014, Diskresi & Tanggung 

Jawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII Pres 

s, hal. 145 
25 Ridwan HR, 2011, Hukum Adminis 

trasi Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali 

Press, hal. 175 
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keseluruhan tidak bisa dipengaruhi 

oleh peraturan kebijakan.26 Sama ha 

lnya, menurut mIndroharto, kperatura 

n kebijakan bagil masyarakat se caram 

tidak langsungi bisa menimbul kan 

keterikatan.27 Namun demikian, Ji mly 

Asshiddiqie menyatakan bahawa pro 

duk hukum yang lebih baik adalah 

peraturan daripada surat edaran yang 

kontennya bersifat pengaturan.28  

SEMA pada dasarnya bersifat 

pinternal ditujukan untuk badan pera 

dilans di bawahe Mahkamah mAgung 

untuk memberikan panduan dan petun 

juk kepada semuat elemen penyeleng 

garah peradilant dalame melaksanakan 

fungsinyal.29 Di samping itu, karena 

SEMA adalah wewenang yang dikate 

gorikan sebagai peraturan kebijakan, 

tujuan utamanya adalah untuk mem 

bimbing, mengarahkan, dan menetap 

kan kebijakan serta mengatur pelaksa 

naan tugas administratif.30 oPeraturan 

kebijakanb sepertik SEMAl tidak seta 

ra dengan peraturanw perundangq-un 

dangan. Peraturan perundang-unda 

ngan disusun gatau ditetapkans woleh 

institusi negara atau pejabat yang ber 

wenang melalui prosedur yang telah 

ditentukan dalam peraturanq perun 

dangs-vundangan.31  

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, ke 

bijakan regulasi tidak termasuk dalam 

klasifikasi dan tingkatan peraturan 

perundang-undangan: 

 
26 Ibid, hal. 181 – 182 
27 Ibid. 
28 Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi 

dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sinar Gra 

fika, hal. 287 
29 Meirinas Fajarwatik, Validitas Surat 

Edaran Mahkamah Agungf (SEMA) Nomoru 

75 Tahun 20143 tentang Pengajuan Penin 

jauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau 

dari Perspektif Undang-Undang Nomor 302 

Tahun 12014 tentang Administrasi Pemerinta 

1. UUD 19450; 

2. Tap MPRs; 

3. undang-dundang/peraturan 

pemerintah penggantin tundang-

undang; 

4. peraturanx pemerintahr; 

5. peraturanj president; 

6. peraturanp daerahe provinsif; 

dan 

7. peraturank idaerah kabupatenf/ 

kotak. 

 

Mengacu pada Pasal 79 dan 28 

UU 212/20112, dapat dipahami bah 

was surati cedaran tidak termasuk 

dalam kategori atau rangkaian peratu 

ranh perundangd-yundangan. vUntuk 

memberikanr pemahaman, perbedaan 

antara kebijakan regulasi dan pera 

turan perundang-undangan dijelaskan 

sebagai berikut:32  

 

Tabel 1. Perbedaan antara Kebijakan 

dan Perundang-undangan  

Kebijakan Perundang-

undangan 

Bermula dari ki 

nerja eksekutif 

negara dalam 

melaksanakan 

kebijakan 

pemerintahan 

yang bersifat ti 

dak terikat (vrij 

beleid). 

Berdasarkan 

peran 

legislatif dan 

eksekutif 

pemerintah 

yang 

dibutuhkan 

untuk 

pelaksanaan 

han. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 

02 Juni 2017, hal. 146 
30 Ibid, hal 156. 
31 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 

mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pe 

raturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) 
32 Firdaus Arifin. Pengujian Peraturan 

Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indo 

nesia. Jurnal Litigasi Vol. 22 (1) April 2021, 

hal. 143 dan S.F. Marbun. Hukum Administra 

si Negara I. Cetakan kedua (revisi). Yogyakar 

ta: FH UII Press, 2018, hal. 257 
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kebijakan 

pemerintahan 

yang terikat 

(gebonden 

beleid). 

Berasal dari ke 

wenangan yang 

memberikan 

kebebasan 

(diskresi). 

Kewenangan 

muncul dari re 

gulasi yang 

tertulis di atas 

nya. 

Materi yang ter 

kandung dalam 

peraturan kebi 

jakan berkaitan 

dengan wewe 

nang untuk me 

ngambil keputu 

san dalam kon 

teks beschikki 

ngen, kekuasa 

an untuk bertin 

dak dalam ra 

nah hukum pri 

vat, serta kema 

mpuan untuk 

menyusun ren 

cana-rencana. 

Menetapkan 

struktur kehi 

dupan komu 

nitas yang le 

bih esensial, 

seperti instruk 

si dan larang 

an untuk mela 

kukan atau ti 

dak melaku 

kan tindakan, 

jika diperlu 

kan dengan an 

caman hukum 

an atau pemak 

saan. 

 

2. Bentuk perlindungan hukum bagi 

konsumen properti akibat dikeluar 

kannya SEMA tentang larangan 

PKPU atau Pailit kepada pengem 

bang (developer) 

Pada 290 Desember 12023, Mah 

kamah Agung merilis Surat tEdaran 

No. 31 tahun 20235 mengenai Pedo 

man Pelaksanaan Tugas Pengadilan 

berkaitan dengan Penerapan Rumusan 

Hasilf Rapati Plenon Kamar Mahka 

mah yAgung Tahun 2023. Materi yang 

diangkatw dalam SEMAr No. 3 Tahun 

2023 mencakup: 

a. Rumusana Plenor Kamar Pida 

nat 

b. Rumusanm Plenot Kamar Perda 

tas 

c. Rumusan Plenos Kamar Agam 

ap  

d. Rumusany Plenof Kamar Milite 

rq  

e. Rumusani Plenoi Kamar Tatak 

Usaha Negarak 

Rumusan Perdata yang dimasuk 

kan dalam SEMA No. 3 tahun 2023 

mencakup pengaturan mengenai: 

a. Agunana Yang Diambils tAlih 

(AYDA) 

1) AYDAq tidak dianggap se 

bagai transaksi jual beli 

objek jaminan; sebaliknya, 

objek jaminan diserahkan se 

cara sukarelar kepadat bank 

untuk dilelang sebagail pelu 

nasan utangz. 

2) Selama objek AYDAr be 

lum terjual, bank statusnya 

sebagai kreditor separatis 

dan objek AYDAt meru 

pakan boedel pailitv. Na 

mun, setelah objek wAYDA 

terjuale,bank berhak mena 

gihnyar dalamt status seba 

gaig kreditor konkurenj. 

3) Dalamy menjalankant kewa 

jibannya, hakim penga was 

merujuk pada informasi ya 

ng tertera di Sistemt Laya 

nan Informasin Keuangan 

(kSLIK) mOtoritas Jasad 

Keuangan (OJKl), yang di 

perbaharui secara berkala 

dengan dataz darif bank ter 

kait cuntuk menentukan sta 

tus debitor. 

b. Permohonan untuk penetapan 

pailit atau PKPU terhadap penge 

mbang apartemen dan/atau ge 

dung rumah susun tidak meme 

nuhi kriteria penyampaian bukti 

yang sederhana sebagaimana dia 

tur dalam Pasal 8 ayat (4) Un 

dang-Undang Kepailitanp. 
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Mengacu pada isi SEMA 3/ 

2023, khususnya yang berkaitan de 

ngan Perdata Khusus, hal ini sangat 

tidak sesuai dari perspektif akademis 

karena bertentangan dengan inti UU 

Kepailitan dan melanggar kebebasan 

serta otonomi hakim dalam mengadili 

perkara. Untuk mendukung hukum 

dan keadilan, kekuasaan kehakiman 

memiliki hak universal untuk melak 

sanakan peradilan. Dalam hal ini, ke 

kuasaan kehakiman independen dari 

pengaruh pihak luar, termasuk dari 

Mahkamah Agung itu sendiri. (Pasal 

24 dari Konstitusi 1945 dan UU No. 48 

Tahun 20091 tentang Kekuasaan Keha 

kiman)  

SEMA No.13 Tahun 20236 me 

mbatasi kebebasan Bhakim dalam me 

njalankanR tugasw di Pengadiland Nia 

ga. Seharusnya, mereka menilai dan 

memutuskan perkara berdasarkan 

bukti di pengadilan, bukan sesuai arah 

an dari Mahkamah Agung sebagai 

lembaga pengarah. Ini menunjukkan 

bahwa hakim sepertinya sudah memu 

tuskan suatu perkara sebelum melihat 

bukti, terutama dalam kasus di mana 

perusahaan pengembang terlibat. 

Bagaimana jika perusahaan pe 

ngembang tersebut sendiri mengaju 

kan PKPU atau pailit? Apakah itu akan 

otomatis ditolak oleh majelis hakim? 

Namun, tujuan PKPUq,ftermasuk iPK 

PU sukarela yang diajukan oleh peru 

sahaan itu sendiria,wadalah untuke me 

lakukan restrukturisasil yang mem 

fasilitasi kreditur agar lebih mudah 

melunasi utang dengan mengajukan 

Proposal Perdamaian atau pengaturan 

kewajiban. Mengenai SEMA No. 3 

Tahun 2023, khususnya bagian Ru 

musan Hukum Kamar Perdata Khusus 

mengenai Kepailitan dan PKPU pada 

poin kedua, telah ditetapkan kebijakan 

baru yang tidak sejalan dengan pera 

turan positif, yaitu UU Nomor 37 

Tahun 2004. 

Pengadilang Niagar yang fme 

ngabulkan permohonant pailits dan 

PKPUl terhadapu perusahaant pe 

ngembang sudah cukup banyak. Per 

mohonan pernyataan pailit ratau PK 

PUbterhadapi pengembangaapartem 

ensdani/ataur rumah ksusun rtidak 

memenuhif syarate sebagaiy pembuk 

tiannsecaraksederhanausebagaimana 

dimaksud dalamiketentuany Pasal 68 

ayat (14) dari UU No.437 tahun 20 

049tentangaKepailitani danoPenunda 

antKewajibanbPembayaranmUtang. 

Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa 

Mahkamah Agung telah menafsirkan 

isi UU dengan cara yang seharusnya 

sesuai dengan makna UU Kepailitanx. 

Jika perusahaan tertentu, seperti pe 

ngembang, tidak bisa mengajukan pa 

ilit atau PKPU, perlu ada peraturan 

atau revisi Kepailitanq yang dibuat. 

Hans Kelsen dalam teori Stufen 

bau, norma hukum terstratifikasi, di 

mana norma hukum yang lebih rendah 

harus mematuhi dan bergantung pada 

norma hukum yang lebih ting 

giqdanftidak boleh bertentangan de 

ngan norma tersebutz. Untuk memas 

tikan kepastiant hukumd,xUU Nomo 

r512 Tahun12011 tentangcPemben 

tukanePeraturan Perundango-fundang 

an menetapkan hierarki norma hukum 

untuk mencegah ketidaksesuaian dan 

menciptakan harmonisasi. Pasal87 UU 

No.312 Tahun 2011 menetapkan hie 

rarki,omulai dari byang tertinggie hi 

ngga yang terendahm,tyang terdiri dari 

Ketetapan MPRd, UUr/uPerppu, UU, 

PPy, Perpresh,oPerda Provinsip, dan 

Perda Kabupatenr/Kotaq,kserta UUD 

1945. 

Menurut PPJB, kontrak penye 

rahan unit merupakan bentuk perjan 

jian yang disaksikan oleh notaris. Kese 
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pakatan terkait hal-hal tertentu yang di 

setujui oleh dua orang atau lebih di 

kenal sebagai perjanjian. Sebuah per 

janjian dianggap sah apabila memenu 

hiisyaratu-tsyarat yangiditetapkanzda 

lamlPasal21320 Kode Hukum Per 

dataw. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 

UUK-PKPU,lutangsadalah kewajib 

anpdalamljumlah uangh,kbaik dalam 

rupiah maupunlmata uangrasing, yang 

muncul darijperjanjianlatau undang-

undangy,sdan wajib dipenuhifole 

hqDebitor. Apabila tidakpdipenuhin, 

utang memberikanshaklkepadaqKredi 

tor untuk mengambil pemenuhannya 

dari aset Debitorh. Mengacu pada ke 

tentuan ini, penjual (pengembang) ti 

dak diharuskan untuk menyerahkan 

unit kepada pembeli. Ini karena ta 

nggung jawab untuk menyerahkan 

unit apartemen atau rumah susun dapat 

dinilai secara moneter. 

Namun, Unsur Pembuktian Se 

derhana dalam Permohonan Pailit / 

PKPU terhadap Developer Apartemen 

atau Rumah Susun adalah ketika Kredi 

tor membuktikan bahwa dia telah mem 

berikan peringatan kepada Debitor un 

tuk menyelesaikan kewajibannya,qte 

tapi Debitorotidakpjuga melaksanakan 

nya,datau bahwa Debitor belum mem 

bayar utangnya hingga batas waktu 

yang disepakati. Tidak memenuhi 

syarat untuk pembuktian sederha 

naljikaapembuktian adanyasutanglter 

sebut cukuperumitwdanamenimbulka 

nxsengketa. 

Pasal98 ayat 40dari Undang-Un 

dang Nomor037 Tahun82004 tentang 

KepailitangdanckPenundaaniKewajib

anoPembayaranqUtangemengaturaele

menopembuktian sederhanaisebagai 

berikutp: 

 
33 Yitawati, K., Sulistiyono, A. and 

Pujiyono, P., 2022. Reconstructing the Debt 

Restructuring Mechanism in the Indonesian 

1. MinimalqDuaiKreditor. 

2. Terdapat utangpyangetelahljatu 

h tempoqdanadapatzditagihsya 

ngnbelumzdibayar olehyDebi 

tor. 

Pembuktianxsederhana yang di 

maksud adalah bahwa utang tersebut 

bersifat tidak dapat dibantah dan 

bahwa Debitor telah diminta untuk 

memenuhi kewajibannya, namun De 

bitor tidak melakukannya. Atau, jika 

waktu untuk memenuhi kewajiban 

telah ditentukan, debitor tidak me 

menuhi kewajiban setelah waktu ter 

sebut berlalu. Dengan demikian, per 

mohonan untuk deklarasi pailit atau 

PKPU dapat diajukan di Pengadilan 

Niaga. Tidak ada prosedur restruk 

turisasi utangndalam hukumrkepaili 

tan yangzberlaku diaIndonesia. Untuk 

memastikan kualitas, objektivitas, 

transparansi, dan metode pelaksanaan, 

kejujuran, serta kepastian hukum, di 

perlukan modifikasi.33  

Syarat absolut pembuktian seder 

hana membatasi kapasitasspengadi 

lanzniaga dalam menentukan apa 

kahqseorangfdebitor yangvdiusulkan 

untuk pailit memiliki setidaknya sat 

ulutang yangrjatuh tempoqdanmda 

patsditagih serta ketidakmampuannya 

untuk melunasi utang tersebut. Upaya 

untuk membuktikan apakah syarat 

yang disebutkan dalamxPasal01 ayat 

(71)qUndang-hUndangbNomor84 

Tahun01998,3yang diubahddengankP 

asal58 ayat (5)zUndang-jUndang No 

mor437kTahun02004rtentang Ke paili 

tanddanzPenundaandKewajiban Pe 

mbayaran Utang telah dipenuhi atau 

tidak, harus diputuskan dalam 

30qhariasetelahhpermohonanzpailitqd

idaftarkann. Dengan kata lain, dasar 

Law on Bankruptcy and Suspension of Debt 

Payment Obligations. NeuroQuantology, 20 

(19), p.346. 
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yang cepat, transparan, dan efektif da 

lam menyelesaikan persoalan utang 

piutang sesuai UUKf-jPKPU mensya 

ratkan bahwaxdebitorkdapatldinyatak 

an pailitpjika terbuktio"dalamqkeada 

anlberhentiamembayaroutang-utang" 

.34  

Masalah yang Sering Terjadi 

Dalam Proses Kepailitan/PKPU Deve 

loper Apartemen/Rumah Susun ada 

lah: 

1. Sertifikat tidak bisa diberikan 

karena masih menjadi jaminan 

di Bank. 

2. Sertifikat masih dalam proses di 

Kantor Pertanahan. 

3. Debitor tidak memiliki cukup 

dana untuk menyelesaikan sem 

ua sertifikat milik kreditor. 

4. Debitor belum melunasi utang 

bank yang signifikan. 

 

Beberapa contoh kasus kepaili 

tan pengembang apartemen adalah: 

a. Konsumen ApartemeneCimang 

gispCity melaporkan Penunda 

anxKewajiban PembayaranjUta 

ng Sementara (nPKPU-Sv) terha 

dap pengembang PTqPermata 

SaktisMandiri (zPSMg). 

b. PT Inti Hosmed mendapatkan 

homologasi atau perdamaianoya 

ngqdiajukanwoleh pemohonfpa 

da tahun 2021 oleh Majelis Ha 

kimyPengadilanlNiaga Semara 

ng. 

Pada tahun 2020, Apartemen 

Antasari 45 di Jakarta Selatan, 

yang sekarang dikenal dengan 

Antasari Place, telah digugat da 

lam PKPU di Pengadilan Niaga 

PN Jakarta Pusat. 

 
34 Ricardo Simanjuntak, 2004, Esensi 

Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, 

dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-

c. Pada 10 September 2021, Penga 

dilanjNiagaaPN JakartaoPusat 

menetapkanxPKPU terhadaptPT 

BuanabPacifikpInternasional (B 

PI), pengembanghapartemen Ga 

yantis,kdengan nomorrperka 

ra2376/Pdt.usus-PKPU/2021/P 

N Jkt.Pst. PKPUk. 

 

Berdasarkan penjelasan sebelum 

nya, kajian penulis berkaitan de 

nganzSEMA Nomor03 Tahun82023, 

yang mengisyaratkan: 

1. Prinsip 

lexysuperioroderogateqlegipinfer

iori dalam sistem regulasi perun 

dang-undangan Indonesia artinya 

aturan yangulebihrrendahltidak 

bolehcbertentangan dengannatur 

anmyangslebihztinggi. SEMA No 

mor93 Tahun42023sbertentangan 

denganaUUlNo.137 Tahun32004 

mengenaifKepailitanzdanrPKPU 

karena Pasal22 Ayat05 UU Ke 

pailitan mengatur batasan bi 

dangwusahadyang mendapatkan 

perlindunganokhusus dalam ka 

sus pailithdan PKPUj. 

2. SEMAxNomor 3 Tahun 2023 

memberikan arahan kepada hakim 

Pengadilan Niaga untuk menolak 

permohonan pengakuan pailit ata 

upPKPU terhadapepengembang 

apartemenvdan/atauxrumahmsus

un. Di sini, Mahkamah Agung 

mengabaikan prinsip keadilan dan 

kepastian hukum. 

3. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 da 

pat menciptakan isu baru bagi pa 

ra hakim saat mengimplementasi 

kannya, karena SEMA tersebut 

menghilangkan jalur hukum un 

tuk membuka pernyataan pailit 

Undang Kepailitan dan Perkembangannya, 

Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hal 52. 
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atau PKPU terhadap pengembang 

rumah susun; mereka hanya dapat 

mengajukanwupayaghukumxberu

pacgugatanpperdataqdi Pengadil 

anpNegeri. 

Dengan demikian, SEMA Nomo 

r 3 Tahun 2023 akan berdampak ne 

gatif bagi pelanggan apartemen dan 

rumah susun karena terdapat alternatif 

untuk melanjutkan usaha debitor, yaitu 

Going Concern, yang tercantum dalam 

Pasal 104 jo 179 UUK Pasal 179. 

SebagaimanakdisebutkantdalamwPas

al78 ayatg(4)rUUoKepailitanadan PK 

PUb, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 

membatasi kemampuan hakim untuk 

menilai alat bukti yang relevan dengan 

menafsirkan makna 'pembuktian se 

cara sederhana'. Akan tetapi, SEMA 

tidak memiliki kekuatan hukum untuk 

membatalkan Undang-Undang, sehing 

ga hakim tetap punya kebebasan untuk 

memeriksa dan memutuskan kasus. 

SuratlEdaran MahkamahmAgungdNo 

mor13eTahun52023 membatasi kewe 

nangan hakim untuk meneliti dan 

memutuskan perkara di Pengadilan 

Niaga. Hakim harus mengandalkan 

bukti di persidangan daripada perintah 

Mahkamah Agung. 

 

D. Penutup 

SEMA bukanlah bagian dari hi 

rarki peraturan perundang-undangan. 

Pimpinan MA hanya dapat memberi 

kan arahan, teguran, atau peringatan, 

dan berlakunya hanya untuk ba 

dancperadilanqdibawahnya. SEMA 

Nomor 3 Tahun 2023 bertentangan de 

ngan Undang-Undang Nomor 370Ta 

hun 2004 tentanguKepailitan danzPK 

PU, karena baik UU Kepailitan, dalam 

Pasal 2 Ayat 5 yang mengatur bidang 

usaha yang memperoleh perlindungan 

khusus terhadap perkara pailit, mau 

pun PKPU mengatur dan membatasi 

kebebasan hakim dalam menjalankan 

fungsinya di Pengadilan Niaga. Peratu 

ran setingkat UU atau revisi UU Ke 

pailitan perlu dibuatcjika perusaha 

an2spesifik,sepertigpengembanga(dev

eloper)y,tidak dapat mengajukan; pai 

lit atauuPKPU. Seolah-olah SEMA No 

mor 3 Tahun 2023 membatasi kreditor 

dengan menyatakan bahwa permoho 

nan pengakuan pailit atau PKPU ter 

hadap pengembang apartementdanfru 

mahxsusunmtidaksmemenuhirsyaratu

sebagaiebuktissederhana. Pengaturan 

yang tercantum dalam SEMA Nomor 

3 Tahun 2023 berpotensi bertentangan 

dengan tujuan awal UUK dan PKPU 

sebagaiepenyelesaianoutang piutang 

yangsadil,rcepat,kterbuka,kdanyefekti

f atas isu yang muncul secara berantai 

sebagai akibat dari masalah ekonomi 

dan perdagangan nasional. Namun 

demikian, ketentuan SEMA dapat 

melindungi pembeli apartemen dan / 

atau rumah susun dari sita umum yang 

dapat mengakibatkan unit mereka 

menjadi pailit. Karena pembatasan ini, 

pengembang apartemen dan/atau ru 

mah susun serta kreditornya tidak 

dapat menyelesaikan masalah hutang 

mereka lewat gugatan perdata umum. 
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